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KATA PENGANTAR

Guna menjamin mutu pelayanan mformas publik vang dibenken kepada mazyarakst, SMP Negen
36 Jakarta perlu menetaphkan Standar Pelavanan Informasi Publik vang beriz spesifikasi telomis
teniang tolok ukur minimmm atas jasa lavanan mformas vang diberikan SMP Negen 36 Jakanta
kepada masyarakat unum berdasarksn tugas pokok dan fangsi serta kewenangan SMP Negen 36
Takarta dalam ranska meningkatian muty pelayanan bagi masyarakat di bidang pendidikan. Dalam
standar ini ditetapkan batasan layanen yang harus dipenubi oleh SAMP Negeri 36 Jakarta dalam
memberikan pelayenan bepada masvarakat

Selnn digunnlean sebagm pedoman dalam pelaksanasn pelayanan publik standar 1nd ugs menjads
acuan bam SMP Negen 36 Jakerta dalam mesyuson perenconasn dan penganggaran penyediaan
sarana dan prazarana informas: pubhikc Melalu penemapan standar ini, diharaplkan pelayanan publik
SMP MNegen 36 jakarta dapat dibenkan secara tepat wakm, terskur dan akurat

Jekarta, 14 Juli 2025
Kepata SMP Negen 36 Jakarta

Dirs. Amiin Trisnanto
WIP 196703201995121003



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 36 JAKARTA

FROVINSI DAERAH KHUSUS IBHUKOTA JAEARTA

Nomor : 46a Tahun 2025
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

SMP NEGERI 36 JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

EEPALA SEEOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 36 JAKARTA

Menimbang

Mengingat

: abahwa untuk memngkatkan pelayanan kepada

masyarakat untuk mewuudian keterbukasn informasi,
maka perlu memanfastkan secara maksimal teknolog
mformasi;

b. bahva untuk mendulning hal tersebut, parlu dibentulk tim
untuk mengelola dan menyajilkan data-data informas: dan
dokumentasi.

1. Undang - Upndang Nomor 17 Tahun 1989 jo Undang -
Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang - Undang Nomor
50 Tahun 2009;

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 — 144/KMA/SK/1/2011:

3, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang - Undang Nomor 235 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik:



Menetaplan

Kedua

Ketiga

Keempat

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor [ Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi;

6. Hasil Kerja Rapat Kepala Sekolah dan Staff SMP Negeri 36
Jakarta.,

MEMUTUSKAN

: Surat Keputusan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dolkumentas: (FFID] sebagmimana terlampir : Lampiran [
tentang Fejabat Pengelola Informasi dan Doloomentas:
(PPID), Lampiran Il tentang Struktur Orgamsas: Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

Masing - masing Pesabat Pengelola Informasi dan
Dolumentas melaporkan tugasnya kepada Kepala Sekolah
secara berkala;

: Segala haya yang dittmbul akibat dikeluarkannva surat

keputasan (SK] imi akan dibebankan kepada dana yang
relevan;

: FEeputusan ini berlalu sejak tangeal ditetapkan. Jika

terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maksa
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetaploan di : Jaloarts
Pada tanggal : 14 Juli 2025
Kepala SMP Negeri 36 Jakarta

Dr=s. Amin Trizsnanto
NIF 195703201995121003



Lampwran 1 : Surat Keputusan Kepala
SMP Negeri 36 Jakarta

Momor

: 46a Tahun 2025

Tangeal : 14 Juli 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SMFP NEGERI 36 JAKARTA

JABATAN DALAM

No. NAMA JABATAN KEPANITIAAN

1. | Drs. Amin Trisnantao Kepala Satumn Pendidikan Atasan FFID

2. | Indri Gunawan, 3.Pd. Gura B, Inggris Eetua FFID

3. | Eka Yuliati, M.Pd Gur B, Indonesia Wakil Ketua PPID
4. | Fahmi Yudaprawira, 5.Pd. Gurn Informatilos Selretans PPID
5. | Herwin Dahari, 5.Pd. Staf Akademik

Sengketa

6. | Exi Kadaraih, 5.Pd. Guru BE Bidang Pengadaan
7. | Gawatri Umd Raharyanti, 5.Pd. Eazarpel . :

8. | Febiana Amika P., 5.TP, Operator Eidang Teagmriipan
9. | Dheah Utan, 5.Pd. Crperator > :
10. | M Arief Zulkarnain, 5.Pd. Guru Hudang Doknmentesl

_1_1* Yuanika Maryasiska, 5.5, M.Pd. Wakazek Sarpras

12. | Dody Solih Setiawan, S.Kom. Wakna=elt Alademile Bidang Penpolaan
13. | Diasti Ratih Devwa, S.Pd Guru B, Indonesia Informas

14. | Nadya Farhana, A.Md. Operator

15. | Nur Sahit, 5.Pd. Guru B. Inggnis .

16. | Muhammad Arif, 5.Pd. Guru 1PS B'd""'!‘:i SO
17. | Bunga= Silstonga Crperator

Eepala SMP Negen 36 Jakarta
Drs. Amin Trisnanto

NIF 196703201995121003




BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai instansi pemerintahan SMP Negeri 36 Jakarta dituntut untule mampu menjalanken
reformasi birckrasi yang saat ini semakin gencar digulirkan Reformasi birokrasi di selals
digrahkan pada vpays untuk memperbsharm dan menginovast sstem penyvelenggarazn
pemefintahan, ferotams menvanglot aspek kelembagaan (organisasi), ketstalabzanasn
(bustessprocess), sumber daya manuss sparatur, penguatan unit orgamsas|, pengawasan
intemal, dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aspek-aspek tersebut
diharapkan mampu menghasilican keluaran berupa * (1) orgamsasi vang tepat fungs dan tepat
akuran (right sizing); (1) ketatalaksanasn berupa sistem proses. dan prosedur kenja vanp
jelas, efeltif efisien teruliir, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good govermaice; (3) serta
SDM yang benntegritas, kompeten profes:onal, berdonene tnge. dan sejahtera

Untuk ity periu dibuat spatu Standar Pelavanan Informas Publik di SMP Negeri 36 Jakarta
dalam rengls mewnjudian SMP Negen 36 Jakarts ssbagst badan publik yang transparan
efelctif dan efisien, alntabel, den dapat dipertenggungizwabloan, serts natuk menghasillkas
layanan informasi vang berkualitas, perfu dilalukan kegiatan pembenan mfonmasi publik
bagi masyarakat yvang berkaitan dengan SMFP Negeri 36 Jakarta.

B. Malkzud Dan Tujuan

Standar Pelayanan Informasi Publik ini disusun sebagai pedoman dalam memberksn
pelayanan informesi publik oleh SMP MNegen 36 Jakarts Stendar Pelayanan Informass
Publik juga digunakan untuk memjamin terlaksananyve prosedur pelakzanssn atas jasa
pelayanan seaua dengan ketentuan yang berlaku, terpenuhinya kualitas pelavanan dalam
pelaksanaan jasa pelayanan dan konsistens: perencanan, pelaksinsan, pemantinan dan
eviluasi atas pelaksanaan jasa pelavanan Standar pelayanan tersebut dimaksudkan sebaga
perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam
penyelenzzaraan pelayanan public



Ruang Lingkup

Stendar Pelayvanan Informasi Poblik merpaken standar pelavanan informasi SMP Negen
36 Jakarta vang mmsmum dapat diteruma oleh pengguna setiap jenis layanan keguatan SMP
Megeri 36 Jakarta Standar pelayanan ini, berdasarkan mgas pokok dan fingsi sers
wewenang SMP MNegeri 36 Jakarta, dimaksodkan untuk meningkatkan muto pelavanan bag:
masyarakat ataspun industri dan dapat jues dizunakan sebagai mstrumen pemnbinasn dan
PI:D.E.H.WI.H-I.IL

Dasar Hukum

Dasar hokum vans menjadi acuan pelaksanaan informasi lavanan publik ini adalsh sehagai
berilast

Undang-undang nomor 14 Tahon 2008 tentane Keterbulasn Informas Publikc
Undang-undang aomor 23 Tahon 2009 tentang Pelayanan Publilc

PP Nomor 65 Tahon 2005 tentang Pedoman Pemyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal

PP Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata cara Pelayanan Publik

3. Peratoran Menten Negara PAN dan BB Nomor 150 PANG00S tentan Pedoman
Unmum Reformasi Biroloras:

LFE R O | —
" 1 '

6. Peratoran Meoten Negara PAN dan BB Nomer 15 Tabun 2014 tenftang Standar
Pelayanan Public

1. Sumt Keputusan Kepala SMP Negeri 36 Jakarta.

Siztem Penyajian

Sistematika penyajian Standar Pelayanan Informas: Poblik SMP Negeri 36 Jakarta adalah
sebaga berilo
BAB | PENDAHULUAN

A Latar Belakang
B. Malsud dan Tupm

C. Ruang Lingkup
D. Dasar Hulum



E. Siztem Penvajian

BAB I STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BAB IIl INDIKATOR KEBERHASILAN

BARB IV MONITORING DAN EVALUASI

BAB VPENUTUP



BABII
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PENGERTIAN

1. Informas adalah keterangan pemyataan gagasan dan tanda-tanda vang mengandung miiai,
makna dan pesan baik dats falts mawpun penjelasannya yang dapat dilihat didengar dan
telnolom informas dan komunikas: secara elektronik meupun non eleldronie

2 Informasi Publik adalsh informesi yang dihasilken dissmpan, dikelola, dikirim  dan/ates
diterima oleh Badan Publik yang dengan penyelenpgpara dan penyelenggarasn negara dan'ateu
petryelenggara, dan peayelenggarasn badan public lamnya sesuai dengan penundang.
undangan serta mformas: lain vang berkastan dengan kepentingan publhik.

3. Pemohon Informas adalah warga negara dan/atan badan uikum [ndonesta yang mengaulan
permohonan Informasi Poblik sebagaimana distur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukain Informasi Poblidc

Visi:

VIS, MISL MOTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI

Menjadikan SMP Negen 36 Jakarta sehagai badan publik vang mformatif dan kredibel dalam
pelayanan mnformas: poblic

Misi :

Menjamun akses mformasi public sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang
keterbulcaan mformas publik .

Meningicatian kualitas lxyanan mformas poblilkc .

Meningkathan profes:onalisme SDM layanan informas: publik .

Memperiuat sarana prasarana dalam rangka efisiens dan efekifitas layvanan mformass
publik

Meningkatkan pengelolasn dokumentasi informasi publilc



Moo :
CREATIF dalam memberikan pelavanan informas: publik (Cepat, Ramah, Efeltif & Efisien,
Almntabel, Transparan dan Komuonikatif)

Maklumar :

s Meayedialan mformas: publik vang alurat, benar dan tidak menyesatian

& Membenikan nformans publik sesum dengan Undang-Undang No. 14 tabun 2008 tentang
keterbulcaan mformas: publik,

* Pronkhf dalam memenuhi kebutvhan nformasi masyarakat sesuai dengan standar
pelayanan mformasi yang berlaku.

» Bermkap adil tidak didrimmatif dan berpenitalm sopsn santon dalam memberikan layanan
mformasi public.

o Memanfaatian telmolog: mformas: vang mudah diakses masyaraicat

s Menenma berbagas kntik, saran, dan pengaduan den masvarakst atas layanan mformass
publik vang demilai korang memuaskan,

TUJUAN PENGUNGEAPAN INFORMASI
serin proses dan alassn pengambilan eputnean
o Mennghatian parhsipas: masyarakst dalam pengambilan lkebijalan dan pengelolasn
instans pemerintahan yang baik.
» Menmgkatlan pengelolaan dan pelayenon mforman SMP Negen 36 Jalkarta untul
menghasilican lavanan mforman yang berkmalitas.
s Menpembangian pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangea



KLASIFIKASI INFORMASI

1)

d)

3)

Biaza

s [nformam kepada poblik dalam bentuk keterangan restmi yang dikelusrkcan oleh SMP
Negen 36 Jakarta

» Bentulnya Siaran Pers, Sambutan Pidato Kepala SMP negen 36 Jakarta, Brosur, Leaflet,
Pengumuman, Newsletter, Website dan surat-surat berclasifikasi biaza.

» Pengaturan melanizme dan akses terhadap Informas: Biasza tetap merupakan kewenangan
manajemen SMP Negeri 36 Jakarta.

Terbatas

s Informaz kepada pihsk yang berlangrung berkatan deagan mformas terbatas atau
dicanmumian pada sueat pengantar informas bentulnya antara kain keputosan Kepala SMP
Negesi 36 Jakarta, surat permtah, surat tugas dan memo intemnal SMP Negeri 36 Jakarta

o Melakukan pengaturan mekanisme distnibus: formasi terbatas kepada pihak yang
langsung berkepentingan.

Rahasia.

o Informasi tidak daumghapksn kepada publik, karena dapat menghasilkan penilasan yang
zalah terhadap kinerja SMP Negen 36 Jakarts, merugikan kepentmgan SMP Negen 36
Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, pelanggan daniatay melangpar
ketentuzn perundang-undanzan.

o Bentuknya amtara lam, surat klasifikasi Rahasia (F), dalam hasil temuan andit, dokumen
tenaga kependidikan



KLASIFIKASI INFORMASI

Elektramik
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PENGGUNA INFORMASI
1) Internal SMF Negeri 36 Takarta dan Dinas Peadidikan Provinsi DKI Jakarta
o Lengkap Aburat dan tepat waktu
» Tanpa membedskan klasifikas mformas:
o Terksit Kinerja SMP Negen 36 Jakarta
+  Pendukung Pengambilan Keputusan

2) Publik dan stakceholder lamnya
*  Secara wajar
. A hatikan Klasifikasi inf ;
e Mhemperhatikan kepentmgan SMP Negen 36 Jakarta dan pelanggan
s Kebuotuhan informasi yang diperiukan




KETERBUKAAN INFORMASI

1)

i)

Setiap Informasi Perusahaan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna
informan

Setiap Informas: SMP MNegeri 36 Jakarta haus dapat dipercleh setizp Pemohon Informasi
dengan cepat, tepat wakto, biaya ringan, dan cara sederhana.

Informas: SMP Negen 36 Jakarta vang dikecualikan bersifat rahasia dan terbatas

® Sesusi Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan wmum

» Didasarkan pads pengujian tentang konseluensi yang timbul

» Dapat melindungi kepentigan Pernsahaan vang lehih besar

HAK DAN KEWAJIBAN SMP NEGERI 36 JAKARTA SEBAGAI PENYEDIA
INFORMASI

1

2

Hal: SMP Negeri 36 Jakarta adalsh sebagai berilut -

o Menolak memberikan infrmasi yang dikecualilan

o Informasi publik yang tidak dibertoan

o [nformasi yang membahayakan negara

o Informasi berkaitan denpan kepentinpan perlindungan usaha dan usaha tidak sehat

¢ [nformasi berkaitan dengan hak pribads

¢ [nformazi berkaman dengan rahasia jabatan

o Informasi belum dikussss'didolamentazikan

Kewajtban SMP Negen 36 Jakarta adalah sebaga: benlkut :

# Memberikan informasi lembaga selan yang dikecualikan secara slurat benar tidak
menyesatican dan sesum danfikan

o Membangun dan metigembanghan sistetn infonmas: dsn sistemn kearsipan

e Membust pertimbangan tertulis setizp kebijakan untuk memenuhi hak setisp orang
atas informasi publik SMP Negen 36 Jakarta

o Memanfastian sarans den‘aten media eleltronid dan noa elektronik

Pengelolaan doloumentas: mformass publikc SMP Negen 36 Jakarta sesuat kebyakan



HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI
1} Hak Peagguna Informasi adalah sebagai berilart:

Memperoleh Informam publik vang dikmasat SMP Negen 36 Jakarta

Mengajukan permintaan Informas: publik disertai alasan permintzan tersebut
Mengejukan gugaten ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informan: publik dan
SMP Negen 36 Jakarta mendapat hambatan ateu kegagalan

Dapat memperoleh Informan berdasarkan tate-carn vang ditentulan oleh SMP Negen
36 Jakarta

1) Kewajiban Pengguna Informasi adalsh sebagpibenilot-

Menggunaken Inforarass Publik sesuai kebutohen

Mencantumion sumber dan mana ia memperoleh Informas: Puoblid bwk yang
digunalkan untuk kepentingan sendin mag pun untuk keperlnan pobhilas
Membiaya: sendin atas informas dan dofumen yang digandakan

INFORMASI YAIDG WAJIE DISEDIAKAIN DAN DIUMUMEAN SECARA
BEREALA
1} Infomasi yang wajib disediakan dan dmmuombm secara berkala sehagamana dimakesud
dalam Pasal 3 hurufa selprang-krangnya terdin atas:
a Infomras tentang profil SMP Negen 36 Jakarta yans meliputs:

1.

2

T,

.

4,

3
b.E
1

!-_!

L o

visd dan misi

strultur otgariisas:

Prestasi

sumber dayva manusia yang dimiliks dan

daftar nama dan alamat GTK

mgkasan program danatao kegiatan SMP Negen 36 Jakarta vang mebiputy
Kurkulum

FEAS

rencana strategis dan rencans leerja tahunan

pengumuman dan forman Peserts Didik Barn



5. Penpumuman hasil penilaan knerja

6 Program Sekolsh

1. Kegiatan Ekstrakuniuler

8, Agenda Sekolah
¢. Hasil pelaksanasn program den kegiatan yang meliputi;

1. Ringkasan informasi mengenai kinerje SMP Negeri 36 Jakarta: dan
d. Ringlasan laporan keuanzan yang meliputi

1. Laporan kevansan {Audited) tahun sebelumnya;

2. Laporan realizasi angparan; dan

3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan kevanzan,

e. Informast tentang prosedur Lavanan Informast termasuk hak dan tats cara memperoleh
miformasi, serta Laporan LayananAkses Informasi Publik vang meliputi :

1. Jumlsh permintaan informasi yang diterima;
Wakin vang diperruninkan dalam memennhi sebiap permintian mformas

3. Jumish pemberian dan penolakan permemntaan mfonnas; dan

4, Alasan penolakan permintaan informas;
f. Informan temtang persturan, keputusan dan/stan ketetapan beserta rancanganmya yang
mengikat publik vang dikeluarkan SMP Negen 36 Jakarta yang meliputi-

1. Daftar rencangan dan tahap perummnsa;
Daftar dokumen peadulung yang digunakan dalam proses perumusan; dan

3. Daftar peraturan, dan/sten keputusan yang telah disahkan atmy ditetapkan
g. Infonmam tentans tata cara mempercieh Informes: Poblik cam pengajuan keberatan dan
prozes penyelesaian senglceta Informas Poblide
b Informas tentang pengummman pengadaan barang dan jasa sesuas dengan peraturen
peruadang undanzan; dan
L Informasi tenteng prosedur penngaten dimi dan proseduor evaiouam kbeadasn darrat de
SMP Negen 36 Jakarta

.E-_I

'!-_!



(1) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalukan sekurang-

kurangnya [ (satu) kali dalam setahuon

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMEKAN SECARA SERTA MERTA

Informasi vang wajib dmnwmban secars serta merts merupalcan mformas vang apahela tdak
sepera divmumican akan mengancam hajat hdup orang banyvak dan ketertiban umom, dan
haras diumupmban pada saat diperlukan tanpa penundaan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang teatang Keterbukasn Informasi Publik

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
Informast yang wapsh tersedia setiap saat merupakan mformas vang dibertkcan jika terdapat
penmintaan informas, vang sekurang-kuranenyva terdin atas

a
b.

M

=3

Daftar Informasi Publik

Informas: tentang peraturan, kepotuean dan’'stau kebijalcan SMP Negen 36 Jakarta
Selurub mformas yang wapb disedakan daa diomumbkan secara berkala

Infomasi tentang organisas:, admensstrasi, kessswaan, humas, sarpras, kepegawaian, dan
keuangan antars lam meliputs

1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan kevangan;

1 Anggaran SMP Negeni 36 Jakarta serts laporan keuangannya: dan

3. Data statistik vang dibuat dan dikelola oleh SMP Negeri 36 Jakarta

Surat-surat perjanyian dengan pihak ketiga berlout dolrumen pendulunznya,

Data perbendaharaan atau mventans SMP Negen 36 Jakarta

Agenda kerja pimpinan unit kerja SMP Negeri 36 Jakarta

Informasi mengenal kegiatan dan pelavanan Informasi Poblik vang dilaksanakan ShP
Negeri 36 Jakarta

Hasil-hasil penelitian vang dilakukan oleh SMP Negeri 36 Jakarta

Informas: Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masvarakst berdasarkan
mekanisme keberatan dan’stau penyvelesaian sengketa,

Pidate stau sambutan Kepala SMP MNegeri 36 Jakana; dan



l. Informas dan kebyakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan vang terbula
ik unnem

INFORMASI YANG DIKECUALIEKAN

1) Informas: vang dikecualikan mempakan informas: yang bersfat rahasia, tidak dapat begitu
saja dwmumksn atan diberikan kepada pemohon inforimast denpgan alasan tertenmo,
sehagmmana diater dalam Undang-Undang tentang keterbukaan mformas publikc.

2} Informasi yang dikecualikan ditetaplan oleh PPID setelah difakukan i konsekuens:

i) Jems mformas: vang dikecuahkan dievaluas: secara berkala di setiap 6 (enam) bulan

PENYEDIAAN INFORMASI

1)  Informas: publil dapat diberikan melaloi med:a cetak, brosur, banner, papan pengumuman
maupun media eleldronsk atan disapikan melalm website SMP Negen 36 Jakarta

2} Informas: publik juga dapat dibenkan melalm prosedur permohonan informas

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Sesuai dengan pasal 21 undang-undans Republik Indonesia nomor 25 tabun 2009 disebutkan
bahwa komponen standar pelavanan sekurang-kurangiva melputs -
a  Dasar hulum

b. Persvaratan

¢. Sistem mekanisme dan prosadur

Jangka wakiu penvelesaian

Biaya atan tanf

Produk pelayanan

Sarang, prasarana dan/atan fasiditas hak kompetens: pelaksana
Pengawasan internal

Pensnganan pengaduan, saren dan masolan

Jomlah pelalsana

B

MO | oo

o
g

£ Jammnen pelzyvanan



1

A

Jamman keamanan dan keselsmatan pelayanan
m. Evaluasi kmerja pelakzana.

DASAR HUKUM

UUD 1945 Pasal 28 F menyebutkan bahwa setisp orang berhak uatuk berbomunikasi
dan memperoleh informas: untul mengembangkan pribadi dan bngkungan sosialaya,
serta berhak uvatuk mencan, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan
mmemrvampaikcan infomras dengan mengpunzkan segaka jetus saluran yang tersedia.
Undang-Undang Nomor 14 Talun 2008 pazal 13 tentang Keterbukazn [nformas: Publik,
menvebutkan balwa uotuk mewwjudkan pelavanan cepat tepat. dan sederhana setiap
Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dolamnentasi (FPID),
membuat dan margembangkan sistem penyediasn pelavanan informasi secara cepat,
mudah_ dan wajar seanai petanpulc telnis standar ayanan informasi publik vans berlalm
secara nasional

Peraturan Pemenatash Nomor 61 Tahon 2010 tentang Pelaksanasn Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentans Keterbulnan Informan Pobilik

Peraturen Komisi Informasi Nomor I Tabun 2010 tentang Standar L ayanan Informas
Publie

Undanz-Undans Republik: Indonesia No 25 Tahun 2000 tentzng Pelayansn Publik

PERSYARATAN

e pa

Warga Negara Indonesia,

Mengisi Formulic Permintaan Inforrnas: Publik;

Menuajukan KTF identitas lain dan melampirkan Fotocopy KTP! identitas lain,
Pengguna Informast Publik wajib mengpunskan Informasi Publik  dengan
mencantumban sumber dan mana memperoleh Informas: Publik, baik vang dipunakan
untuk kepentingan sendiri manpon untuk keperluan pablikas: sesum dengan ketentuan
peraturan perundang-undanzan



C.

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

Permohonan nformas: mengiloot prosedur sebaga benlot

[

ad

Setiagp pemohon informasi pobhk dapat mengaukan penmintaan umtuk memperoleh
mformazs public kepada pejabat pengelols mformas: dan dolomentas: terksit secara
tertulis atau tidak terfulis sertai alasan permintaan tersebut

Permmuntaan disampailan secars langsung atan melalos surat elektronk, nomor pendaftaran
diberikan saat peneTimiaan perminiaan

Permuntaan disampatkan melalu: surat, pengmman nomor pendaftaren dapat dibenikan
bersamaan dengan penginmman informas

Permohonan informasi ;

)

|
'

Permohonan informas: dapat dilabukan secars tertulis atau tudak tertulis dan

Dialam hal permohonan dizjukan secara tertuliz pemohon informasi hars mengist formulis
permohotian nformas vang telah dizediakan

Dalam hal permchonan dsjulcan secara tudak tertulis atan melaln surat elektronik ppd
hames memastikan permohonan mformas tercatat dalam formulir permohonan

Format formulir permohonan menggunakan formulic mode] F-1

Terhadap permohonan mformans dilaimlben evaloas oleh petogas informasd

Evaluasi permohonan imformas meliputi pemeniisasn atan kelengkapan date pada fornmuhe
permohonian Vang meliput: -

2 Nama dan alamst pemohen informasi

b Subjek dan format mforman:

¢. Tujuan permohonan snforman dan

i Cara penyampaian nformas; yang diminta oleh pemohon informasi

Apabila hasil evaluas sebagaimana dimaksud pada nomor () kurang lengkap, Petugas
Informasi dapat meminta Pemohon Informasi untuk melenskapi data pada formulir
permohonan

Permohonan yang telah dievaluasi dicatat oleh Petugas Informasi dalam sepister



perrnohonan dan kepada Pemohon Informas: dibendan tanda bukti permohonan mformas:.

9. Format register permohotan sebagamana dimak=ud pada nomor 4 menggunalcan formulir
model F-1,

10, Permohonan informas: vang telah tercatat dalam register permohonan, diteruskcan kepada
PPID.

11. PPID  dapat langsung membenkan jawaban atas  permohonan informas:  atau
mendistnbusikan kepada vt kerja sesum dengan tugas dan fungsinya masing-masing
uniuk menyviapkan jawabannya

11. PPID menyampaikan pemberitabuan tertulis yaog jawaban peilnchonan informasi palng
lambat 10 (sepulub) han kerja sejak perrsohonan iterima oleh Petugas Informasi dan dapat
diperpanjang 7 (tojub) hari kerja denpan memberikan alasan secara tertulis.

13. Unit kerja harus menyampaikan jawaban atas permohonan nfrrmasi kepada PPID dengan
memperhatilan jansls wolktn penyampaian pemberitahnan terfulis

14. Format pemberitabuan tertulis menszsunakan formulic model F-3.

15. Dalem hal permohonan informasi ditolak PPID wajih mesvampaksn pemberitabian
tertulis dan dilampiri Surat Keputusan PPID tentans Penolakan Permchonan Informasi

16. Format Sural Eeputusan FPID tentang Penolakan Peryrohonan Informasi mengpunakan
formulir model F-4.

17. FPID dapat membebankan biava untok mendapatkan salman mformas: kepada Pemchon
Informasi

15. Biaya yang dapat dikenakan kepada pemohon terdir atas:
a biaya penyvalinan mformasi publik; dan/atau
b biava penpinman informas public

19, Standar bigva ditetapkan berdasarkan pertimbangan standar biava vang berlabu umum atsu
sesusl dengan peraturan perundang-undangan.

20. Tata cara pembayaran bigya perolehan salinan mformas dapat dilakukan secara langsung
atan melatoi relening resnn sesus dengan peraturan perundang-undangan

i1. Dalam hal pembayaran secam langsung, wajib dibenkan tanda bulkti penerimaan
pemibayaran biaya perolehan salinan mformasi kepada Pemohon Informasi



SOP PERMOHONAN INFORMASI
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Pengajuan Keberatan Permohonan Informazi

dengan alasan:

3 penclalan ata: permohonan Informas Publik

b. tidak dised:akannya infiormasi berkals

c. tidak ditenggapinya permohonan Informan: Publilc

¢. tidak dipenvhinya permohonan Informas: Pubilik




3

4)

f pengenasn hiava vang tadak wajar; dan/atan

g penyampaian Informasi Publik vang melebihy waktn vang diamr dalam peraturan
menteri iy

Dua keberatan dizjukan oleh pemohon mformasi dalam jangks waktu paling lambat

30 (tiga poloh) hari kena setelah ditemmicannya alasan

Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulr keberatan vang telah

disediakan

Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertuhis, petugas mformasi

wajb membantu pemohon mformasi yang mengajukan keberatan unfuk mengsikan

formulir keberatan

Petugas informasi wajib memberikan salinan formulir keberatan kepada pemohon

informasi vang mengajukan keberatan sebapm tanda terima pengajuan keberatan

Format formuolir keberatan mengpunakan formulic model F-4

SOP PENGAJUAN KEBERATAN

fi
!




PENYELESAIAN SENGKETA

| Petugas mformasi waih mencatat pengajnan keberatan dalam registras: keberatan

2 Format register keheratan menggunakan formulr model F-4

3. PPID menyampaikan formmulir keberatan yang telah dicatat dalam registrasi keberatan kepada
atasan PPID

4. Atssan PPID wajib memberikan tanggapan secarn tertulis stas keberatan yang diajukan oleh
petnchon informasi dalam jangks wakiu paling lambat 30 (tiga poloh) hari keqa zejsk
dicatattiya keberatan tersebut dalam registrasi keberatan

S0P PENYELESATAN SENGKETA
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Pelaporan dan Evaluasi Layanan Informasi

PPID waph membust dan menyediskan laporan layenan mformas paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhr.

Laporan pelaisanasn pelayvansn informas publik, selurang-lurangnya memuat:

& Gambaran umoam kebijakan pelayanan Informasi Publik;

1

2)

b.

Gambaran umpm pelaknanasn pelayanan Informant poblidc, antara lam:

1. Sarana dan prasarana pelayanan Informas Publik yang dumilik beserta kondwinya;

1. Sumber daya manuma yang mensngani pelayanan Informass Public beserts
inalifikasinya; dan

4. Anggasan pelayanen informas: sena laporan peazguftumnya;

Rincian pelayanan Informasi Publik vang meliputi-

1. Jumlah permohonan Informas: Poblik,

1. Wakty yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
dengan klasifikasi tertenty;

3. Jumlah permohonan Informas Publik yvang dikabulkan bask sebagian atan
seturubnya; dan

4. Jurnlah permohonan Informas: Publik yvang ditolak beserta alasannva;

Rincian penyelesaian sengketa InformasiPublih meliputi:

1. Jumlah keberatan vang diterima; |

1. Tangpapan atas keberatan vang diberikan dan pelaksanaannya;

3. Jumlah permohonan petrvelesaian sengheta ke Komis Informasi vang berwenang

4, Haml medias dan'‘atau keputusso sjudiias: Informasi vang berwenang dan
pelaksanaannya;

3. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengachlan dan

. Hasil potusan pengadilan dan pelaksanasnnya;

Fekomendam dan reacanma tmndak lenput untuk menngkatian luelitas pelayanan

mformass



3)
4)
3

PPID Daerah menyampaikan sahnan laporan kepada PPID Pusat

PPID Pusat menyampaikan laporan beserta laporan PPID Daerah kepada Komis Informasi.
Menvampaican informast yang menjad: kewenangen dap tanggungiawabya masmg-mazmng
kepada PPID Pusat baik secara berkala setiap | (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila
diperiukan.

Dalam melaksanakan kewapiban tisp-tap ot kefja menstaplcin petugas vang menangan
informasi dan dokumentasi sebagai penghobung deagan FPID Pusat

SOP LAPORAN TAHUNAN

ke et riafg PR Ay i

o PHTYY A AL

|

eIk

EIEIN AU
|

sfET (s H | fHive
i

|




Penvusunan Daftar Informasi Publik
SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
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D. JANGEKA WAKTU PENYELESAIAN

i Proses penyelesaan dalam memetmhy permsntaan pemohon mformas: publdk dilakulan
setelah pemohon informasi publik memenubi persyaratan vang telah ditentukan;

b Waktu penvelezaian dilalzanakan paling lambat 10 (sepuluh) han kerja sejak ditersmanya
permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dolumentas: (PPID) alean menvampatkan
pemberitabnean vang berisikan informas vang dimmta berada dibawah penguasaannya atau
tidak Dan FPID dapat memperpanjang wakto paling lambat 7 (tujuh) han kerja,

t. Penvampaan: mformas poblik disampaikan secara langsung, melalu emal, fax ataopun
jasa pos.

Pemberian pelavanan informasi publik dilaksanakan setiap han kerja Senin 5'd Jumat,
dengan pembagian walktu sebagm berikout :

Wakm pelayanan informasi :

Senin 5.d. Kamis pukul 07.00 — 15.00 WIB

Isterahat puloal 12.00 — 13.00 WIB

Jumat pukul 07.00 — 15.00 WIB

Istirahat 11.30 - 13.00 WIB

E. BIAYATARIF

Pejabat Penpelola Informasi dan Dolumentasi menyvediakan informasi publik secara prafis
(tidale dipungut baaya), sedanghen uatuk penggandaan afau perekaman, pemohon mformase
publik dapat melalmlon penggandaan dengan fotocopy sendin dumelatar gedung SMP Negen
36 Jakarta, stau membenkan CDV DVD kosong atan flashdek untuk pereiaman data dan
mfcrmasinya



F. PRODUK PELAYANAN
Produk Informasi Publik vang tersedia di Pejabat Pengelola Informasi dan Dolmmentas: ShP
Negen 36 Jakarta, antara lam
1. Profil SMP Negen 36 Jakarta
2. Kuriulum SMP Negen 36 Jaokarta
3. Rencana Strategis SMP Negeri 36 Jakarta,
REA SMP Negen 36 Jakartn
Agenda penting SMP Negeri 36 Jakarta
6. Dokumen kinerja
Laporan Kenangan SMP Negeri 36 Jakarta [ Audited)
8. Laporan Akses Informasi Publik
9. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
10. Tata Cara Permohonan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengheta Informas

LA
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G. SARANA, PRASARANA DANFASILITAS

Standar sarana dan prasarana yang dimiliks oleh SMP Negen 36 Jakarta untuk melaksanakan
kcegiatan pelavanan balk secars langzung atau pelayanan vang tidak langsung terdin gedung
dan lahan seperti ruang lata usaha roang persomil, ruang kerja, laboratormsm, ruang
perpustakaan, ruang gury, ruang wekil, ruang kepala sekolsh, ruan kastin, ruang UKS, ruame
ibadah, ishen parior, atau lohan fain yang diperiuloan untuk memunjans kepatan pelayanan
SMP Negeri 36 Jakartn Standar tata letal gedung termasul ruangan kerja atsu proses dan
lshsn distur dengen mempertimbangkan sspek linghungan, kebersihan, kerapihan,
keettyamanan serta keamanan.
2 Lahan

Lahan merupaken sehydang tansh yang digunakan untuk mendirikan pedung SMP Negen

36 Jakarts yang meliputi:

1) Lahan bangunan adalah lshen yang distsenya berisiken bangunan gedong

2) Lahan terbuls adalah lahan diatesnya tidak terdapat bangunan/sedung sepert lahan

parkir, taman atsu selasar.



b. Ruang
Fuzngan vang digumakan untuk proses kegatan SMP Negen 36 Jakarta dan dapat
dikelompokdoan memad ;

1) Ruang Administrasi
Ruang admimstrast mang i berfings: onmk melsksanakan kegaten kentor atan
administrasi suatu organisasi, terdin dan ruang direliur, ruang kepala bagian, nang kepala
budang, ruang para kepala seksi, kepala sebagian atau operator reang penerimaan contoh,
lingkungan dan ruang pengadaan

1) Fuang Proses Layvanan
Fuang proses pelayanan terdini dan ruang kerja, roang laboratorium, ruang penyimpatian
contoh, ruang penyunpanan arsip, ruang kelas, ruang perpustakaan dan lam-lain

3] Euang Penunjang

ruang penunjang merspakan mang vang berfungs: untuk mendulumng kegiatan pelayanan
diantaranya reang kamar mandytodet, aula, gedung dan lam-lain

Adapun kegiatan Khusus vang digunakan untuk pelakzanaan telmik informast dan data pelayanan
jasa tekoms, kode etk pegawa serta pengadilan masvaraloat di linghungan SMP Negeri 36 Jakara
adalah sebazai berout
1. Surat tertulis ke alamat :
Gedung SMP Negeri 36 Jakarta
1. Pedati, Cipmnang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur
DKI Jakarta 13340
2. Surat ebeldronik ke alamat ;
Wehaite : https-/'ampneaen 36;alarta sch.d/
3. Lisan atmu telepon ke nomor (021) - 8197363



H KOMPETENS] PELAKSANA

Kemampuan yang haros dimiliky tsm pelakzana pelayanan nformas: publik di linglungan SMP
Negen 36 Jakarta meliputi keahlian, ketersmpilan, sikap, dan perilaku. Pertamg, setiap pelaksana
memilik pengoasaan maten (keahlian) dalam membenkan layanan kepada para vsers (petigguna),
temitama untuk memahami substansi, materi dan persturan vang berkaitan sistem mekanisme, dan
prosedur pelayanan data dan informasi public dan setiap jenis layasan jasa Kadia setiap
pelaksana memiliks keterampilan dalam memberikan layanan data dan konsultas: kepada para
komputer, blanko, program aplikcasy, dan peralstan lamnya. Letiga, setiap pelaizana memilia
penilaly yang baik dalam memberikan layanan data dan konemltasi bepada para users antara lam-
sopan santun, remah tamah, dan menjags kenvamanan pelangpan serta mau menenma masilan
saran dan kntik dan pelanggan. Keempar, setiap penvelenggara lavanan hanes mempunyai
performance / penimpilan yang menarik dalam memberikan layanin data dan informas: serta
konsultas: kepada para nsers, antara lain berpakaian vane sanfun, rapih, bersih, cocol, serasi
sesuai ketentnan dan memberikan suasana lebih nyaman kepada masyarakat pengguna

L JUMLAH PELAKSANA

Sesuai dengan Pasal 1 avat (2} UU Nomor 25 Tahun 2009 yang mensyaratian bahwa penyvel
engoaraan pelayanan publik selurang-lurangnya meliputi

a) pelaksana pelayanan,

b) pengelolaan pengadusn masvarakat;

¢) pengelolaan informasi;

d) pengawasan internal;

e} pemyuluhan kepada masyarakat, dan;

f) pelayanan konsultas



Berdasarkan lntena sebagamana dimaleud dalam UL tersebut, Tim Pelaksana Pelayanan Poblik
SMP Negen 36 Jakarta tertuang dalam Sural Kepotesan Kepala SMEP MNegen 36 Jakarta ferdin

dan:

i

2)

3

Eepala SMP Negen 36 Jakarta selaku atasan FPID dan pengawas internal

Pembantu FPID selakn ketoa pelayanan mformas: publik vang membanty pelayvanan publdc
dalam hal administras: keselretariatan

Pelaksana pelavanan mformasi publik selaku pelavanan konsultansi, penyulubhan kepada
masyarakat, dan pengelolasn pengaduan masyarakat dan  pengarsipan’dokumentasi
pelavanan informasi publik

PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan miemal terhadap kmena trm pelaksana pelayanan mfommasi publik dilaluboan
oleh pimpinan satuan kerja, yain Kepals SMP Negeni 36 Jakarta untuk memantay dan
mengendalikan proses, pelaksanaan dan hasil produk penyvelengpamm pelayanan publik di
lingkunzan SMP Negeri 36 Jakarts

Pengawasan eksternal terhadap kinenja pelayanan informas: publik dilakwkan oleh Komis:
Infoemasi melalui pemeriksasn dan atay pemantagan tndak lanjut pensaduan masyvarakat
sesual denzan tugas dan fungsinya

Mekanisme pemerikssan dan atay pemantavan kinerja tim pelaisana pelayanan informas:
poblik dilakokan dengan dua cara. Perfoma, secare langsurg melahn pemenksasn husos,
pemantsuan langzung, pemutaihwen dats dan rapet |, koordmesi Kedug, secars tadak
langrung melatu: surat mesyurat dan komundkas eleltromi



K. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Batasan atan ruang hingloop penanganan pengaduan masyarakat adalsh pengaduan yang drtujulkan
terhadap penvelenggaraan tugas pelayanan, pengelolaan administrasi serta etika aparatur pada
SMP Negen 36 Jakarta, vang disampaikan secara langsung, tertulis/surat, melaw media elektromk
dan media cetakc
Kriteria pengaduan masyarakat yang ditangani antara lan: obyekif atan tidak bersafat fitrah;
pengaduan dimaksudkan untuk perbaikan, membenkan fakta dengan jelas dan lenghkap;
membertabukan  mdikasi  pelanggaran,  penymmpangan  penyelewengan,  penyalahzunaan
wewenang kesalahan atau kelemahan yvane terjadi; menjelaskan tentans ketentuan vang dilangear;
dan pelapor mencantumban identitasnya secara jelas dan lengkep. Artinya. bults vang dignnalen
dalam pesyelesman pengadoan masyerekat harus relevan, kompeten, memenubs persyaratan
dolumen, dan memem persyeratan matenal
Penanganan pengaduan masyarskat haros memperhatican prnosp-prnsp sebaga berdot
Pertama, terhadap pelapor: membenkan pelavanan dan empati, hormat dan santun, tanpa pamrth
dan tanpa unsur pemaksaan; membenkan pelavanan secara cepal, tepat, terbuka dan adal serta tidak
diskriminatif, menjamin kevahasiaan identitas pelapor sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan vang berlalm, menciptakan kemyamanan dan kearnanan kepada pelapor; memberikan
penjelasan secara proporsional tentang perkembangan proses pengaduan masyarakat vamg
ditangani. Kedua, techadap teclapor meliputi: (s) mesjunjmg tingsi asas praduga tidak bersalah:
pengaduan masyarakat melputs: menjaln kerjasama secara kooperatif dengan unst kera lam yang
terkat dalam rangka pencapaiat fuan; menggalang rasa bersama; menghargar perbedaan
pendapat; dan saling membimbbing, mengingakatian, dan mengoreks

Penanganan pengaduan masyarakal dapat dilakukan dengan cara -

1) Pengaduan baik secara langsung atau melalm telepon, vary menampung - pengaduan dan
gtan membenkan infonnasi penjelasan sebagai bahan masukan; mengecek kebenaran maten
pengaduan dan identias pengady; mencatat dan meromuskan maten pengaduan secara
tertulis; melakukan klarifikasi terhadap pihak terkai] melalnikan pemeriksaan; merahasiakan



2)

Pengaduzn melahy surat’'media massa/'faksimili, vam: menerima dan mengapendakan;
menehit pengaduan vang lavak sahur, mengelompokican surat vang lavak salur berdasaskan
jenis mazalah dan lokasi; memboat surat tanggapan yang ditujukan kepads instansi erlapor
antuk segera mendapat pensoganan; melalmkan karifikas terhadap pihak tedeast
melakukan pemenksasn: dan mershasiakan identitas pelapor.

Tim pelaksana pelayanan pengaduan masyarakat harus menndaidanjut pengaduan masyarakat
yang diterima_ yaite berupa :

1}

2)

3)
4

Pembenan sanksilhuloaman berupa tindakan administram . tindakan tontutan sesuai betentian
yeng berlakm;

Penyverahan tuntuten pugatan perdata atan pidana kepada pihalk tereaitlicepolisian;
Pengembalian nama baik terlapor apabila temyata penpgaduan tersebut terbulkti tidak benar;
Penvempumann manajemen pelayanan pengadusn masyarakat oleh pimpinan atan

orEanitaze

Pimpinan satuan orpanisasi atas Tim Pelaksanan Pelayanan Pengaduan Masvarakat vang tidak
yang berlaiu

Tata cara pelaisanasn pengaduan dan tindak lanmt terhadap ketidakpuasan terhadap pelayanan
publik vang diberikan kepada satansi’ lembagn atan masyarakat pengruna dilskeanakan dengan
tahapao sebagai benkut

1)

3)

4

3}

Pengaduan / saran / masukan vang disampaikan pihak pelapor harus difuanglhan secara resm:
dalam bentok terfulis dan ditandatangsrd oleh pimpinan sostansi ¢ lembaga vang
bersangkutan

Tim Petaksana Pelavanan Publik menenmma laporan. adanya pengaduan saran‘masukan yang
disampaikan kepada SMP Negen 36 Jakarta

Iz laporan selanyutaya dipelajan oleh Tin Pelakzana Pelavanan Publikc SMP Negen 36
Jakarta unfuk menentulcan tanglah-langkah vang diperfukan

T tersebui melzkukan pervetnidibcan notuk mengumpulkan bukt-buki kebenaran atas
adanyva pengaduansaran'masukan dan pihak terient.

Pinpinan wail kerja memanggil tim vang bersanghutan uofok dimintai keterangan atap



6)

7

8)

10}

11)

12)

penyampaian hak pembelaaan yika berupa pengaduan ketidakpuasan masyvarakat pengguna
Jika laporan mhak tertentu barupa saran dam masukan, Tim hams melalukan rapat
koordinas: dan konsultasi dengan pimnpman dalam rangka merespon dan menmdaklanpt
saran dan masukan tersebut.

Jika laporan pihak tertent beropa pengaduan ketidakpuasan pelayanan, maka atasan
langzung pelaksans dapat mengusulkan penjatuhan sanksi atas kelalaan pelaksana yang
bersanpglutan secara bertahap, mular dan teguran lisan penngatan‘teguran secara tertulis,
sampai kepada penjatuhan sangsi sesuai ketentuan yang berlaky dan kebijakan pimpinan
Penyelidikan terhadap kasus pengaduan dilakukan densan mempertimbanskan aspek
perlindungan hukum dan kershasiase pelapor dan terlapor. Untuk itw pihak yang
kerahasiasn sdentstasnya.

Penyelidikan terhadap setiap kasus dilakukan berdasarksn prinsip.peinsip kejujuran dan
objelctivitas (apa adanya)”

Seluruh hasil penanganan pengaduasisaran/'masulcan pihak tertentu hamus dilaporkan tim
pelakeana kapada Kepala SMP Negen 36 Jakarts

Penanganan pengadusn, saraq dan masuken dapat juga dilakoaken Tim Pelakzana Pelayenan
Publik melahn atau menggrmakan fasilitas website, e-mail, dan telepon.

Tm pelakzana berwajib menan€gap: pengaduan tertulis oleh masyaraicat paling lambat 14
(empat belaz) han sejak pengaduanl dstersma, yang sekurang-korangaya bens mfonmass
lenghcap atau tadak lengkapava maten aduan tertuliz. Dalam hal mater: aduan tidak lenghap,
pengadu melengkapi maten aduannya selambatfambatrya 30 (tga pulub) han terhitung
sejak menerima tanggapan dan  penvelenggara Aty ombumdiman  sebagamana
diinforrmasikean oleh tim pelaksana dan/atau ombudsman Dalam hal berkas pengaduan tidak
dilengicap: dalam wakty tersebut, maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya .



L. JAMINAN PELAYANAN

Jamanan Pelayanan SMP Negen 36 Jalarta mengacu pada Kode etik pelayanan publik SMP Negers
36 Jakarta vang terfuang juga dalam standar pelavanan publik sebaga berdout - Norma Dasar
Pribadi

Setiap Pelavan Publik dan Penvelenggam Pelayanan Pubhk wajib menganut, membind
mengembangkan dan menjunjong tinggi norma dasar prnbadi sebagad benloat:
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c.

Jujur, vaitu dapat dipercava dalam perkataaa dan tindakan;

Terbuka, yaito transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan mtemal maopun eksteral;
Bersm:, yaitu berzikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berpenlaku zerta dalam
metnbuat keputusan demt kepentingan negara, pemerntah, dan organisas:;

Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadap: berbagai godaan, hambatan, tantsngan,
ancaman, dan mtimidas dalam bsafuk apgpun dan dan pihak manapun;

Benntegnitas, vaitn memilila sikap danhnglah lalu vang benmartabat dan bertanggung
jawab;

Professonal, vatn melalmksn pekerjaan sesusi dengan wgas dan atau keahlisn sema
mencegah tenadmya benmran kepentmgan dalam pelaksaan mgas;
Kompeten, yamu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan, dan ahli sesusi knteria dan
ukcuran dalam suatu jems bidang pekerjaan tertentu;

Tangkas, vaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan alourat

Jeli, vartu melalulkan peloerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalzhan
kerja zerta mensmuican pemecahat Yang ss5;

Independen, vaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan
Sederhana, yastu berikap wajar dan atau tidak berlebthan dalam tugss dan kehidupan sehani-
hari



Standar Perilakn
Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara dalsm menvelenggarakan pelavanan pubhik harus
berpenlabu sebagal berikut:

2
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Adil dan tsdak diskriminatif,

Bersikap cermat, santun, dan ramah;

Tegas handal, cepat, dan tepat;

Profesional;

Tidak mempersulit; dan

Membuka dirl bersikap simpatik. dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, kefuban
perta keberaten dan penerima manfaat layanan

Kewajiban Pelavan Publik
Pelayan Publik wajh :

|_-\_1
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Memberikan pelavanan dengan sebak-baikmva kepada masyarakat menvrut bidang
tugasia masng-masing.

Meughindar: perbuatan atay tindakan vang dapat berafubat menghalanss afsu
mempersulit salah satu pihak yaag dilayani,

Bersikap dan bertinglah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas. responsif,
transparan dan profesional sesua ketentuan yang berlaku;

Melaldkan kegiatan pelayansn sesum dengan penugasan yaag dibenkan oleh
penyelenggan,

Membenkan pertangeumpgiawaban atas pelaksanasn pelayanan sesuar denpan peraturan
perundang-undengan;

Menpunjung tnge milas-niln skontabititas dancintesritas mstitus penyelene sara;
Terbuka uatuk menphmdar: benturan kepentingan;

Memberikan pelavanan sesua dengan prosedur vang berlaku;

Memberikan pelayanan yang berkualitas sesnm dengan asas penyelenggaraan pelayanan
publik;



Melak=anakan pelavanan sesua dengan standar pelavanan Membanto masvarakat dalam
memaham hak dan Bnggung jawabnya sebagm penenma pelayanan pubhic

Mematuii peraturan perundang-undangan yang terkant dengan penyelenggarasn
pelayanan publiic

Melaporkat harta kekavaan, bagi yarg wajib menyampatkan Laporan Harta Kelayaan
Penvelenggara Negara (LHION),

Melaporkan gratifikas: pada Komisi Pemberantasan Koropsi selambat-lambatnya 30 han

setelah menerima

Larangan Pelayanan Puoblik
Pelayan Publik dilarang :

1.
|
-

3.
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Melakukan prakek Koropsi, Kolus: dan Nepotistne (KENY;

. Melalukan tindalan vang dapat mengalabatian kerugian masyarakat;

Mempergunzkan kewenangan untuk melaluican tndaken yvang memihak atau bersikap
diskraminatif dan pilih kasih (favormizme) kepada kelompok tertentu‘perorangsn;
Melalukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melak=analen fugas untuk
kepentingan pribadi, goloagan, atan pihak lam;

Meminta dan atan menenima pernbavaran tidak resam stan pembavaran di luar betentusn
vang berlaku seperti pemberian konusi, dana ucapan terima kasih, smbalan (kackback),
sumbangan atau sejenisnya vang terkait dengan tugas pokok dan fungs:;

Membocorkan informasi atan dokomen yang wajib dirahasiakan sesua dengan peraturan
perumdang-undangan,

Menvalshgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atan tidak langsmg,
Menghilangkan, memalsukan, dan atau merosak aset negara atau dolumen milik
fnegara’organisas: yang berhubungan dengan pelayanan poblik;

Memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara uniuk kepentingan pritadi;
Membocorkan rahasta negara vang diketslm karena kedudukan dan atau jebatan untuk
kepentingan pribadi, golongan, atan pihak lain; dan Melakukan kegiatan sendimi dan atau
bersama dengan afasan teman sejawal, bawahan atan orang lain dalam linghkup tugasnya
dengan tujuan vatuk keontungan pribady, golongan, atau phak lan yang secara langsung
atay bidak langaung merugikan negara



M. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN

[t =amping jamanan pelavanan tersebut diatas, masyarakal pengguna juga mendapat jamman
keamanan dan keselamatan pelavanan vang drvojodian dalam benfuk komitnen atau kepastian
untuk memberikan rasa aman_ bebas dari bahava, risiko kerago-ragoan.

N. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Eveluzsi kinerja pelaksana pelayanan informasi pubide SMP Negen 36 Jakarta dilabulkan melatos
penilaian hasil penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara sendin berzama
dengan pihak terkait vang ditelapkan bersama berdasarkan kebijakan pimpinan, atau oleh pihak
lamn atay permmntaan penyelenggara untuk mengetahm gambaran pelavanan dengan mengpunakan
mekanisme penilaian tertenty evaluasi kinerja pelaksana secara detail tercantum dalam beb
benkutnya.



BABIII
INDIKATOR KEBERHASILAN

Untfuk mengetshm bahwa standar pelayanan mformasi poblik telsh diimplementasikan dengan

baik dan benaro dipertukan mdikator keberhasilan Dalam indikator keberhasilan i tertuang

berbagai mdikator dan vkoran ketercapaian minimal sesusi dengan komponet vang ada dalam

pelayvanan mnformas poblik. Indikator keberhasilan tsb antara lam adalah :

Ada bentukmya sistern [avanan mformas: publik vang baik

Adanya melanizme dan standar operasional prosedur dalam pelayanan informasi publik

Adanya mekanizme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengkets mformas:

Terpenuhinya kompetens: SDM unst pelalsana pelayanen informas: pubhik SMP Negen

36 Jakarta vang memadai

g Tersedianya zarana dan praserana pendulung pealavanan mformas: publik yang nysman
dan mudsh diakses oleh maszyarakat

f Diterapiannya monfonng dan evaluas: dalam manajemen sistem pelayanan termasuk di
dalammnya tdak tindak lanjot terhadap pengaduan masyarakat

BN oo



BABIV
MONITORING DAN EYALUASI

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan SMP Negeri 36 Jakarta, perlu dipastikan bahwa kegiatan
pelavanan tersebut dilshkan sesum dengan pengelolaan dan prosedur standsr SMP Negen 36
Jalcarta vang telah ditetapkan sebebumnyva Dengan demibian masyarakat dapat merasakan dampak
positif dan pelavanan yvang diberkan oleh SMFP Negen 36 Jakarta.

Oleh karena sy, untuk memastikan bahwa pelayanan telah dibenkan secara komsisten sesoas
dengan standar vang berlaky maka dilakukan suatu kegratan monitoring dan evaluasi kinega
pelayanan SMP Negeri 36 Jakarta. Kegiatan dan evaluasi tersebut bertujuan untuk mengendaliken
sistern manajemen pelayanan SMP Negeri 36 Jakarta sehingea dari hasil tersebut dapat dilakukan
suaty tindakan penmgkatan steupun perbatian pelavanan SMP Negeri 36 Jakarta yang akhirma
dapat mencapat sasaran SMP Negen 36 Jokarta yang telah ditetapion sebelumnya.

Monitormg dan evaloasi diarahion terhadap kinerja SMP Negeri 36 Jakarta untuk melavan
masyarakat secara beruh, transparan profesional dan dengan budaya kerja vang baik Monstormg
dilahrken baik secara mfemal atsupun secam etstermal.
Salah satu komponen monstorng ataupon evaloan adalah

1. Einerja SMP Negeni 36 Jakarta termasuk termasuk disiplin pelalcsana kepiatan pencapaian
waltu pelayenan vang telah ditetaplan
Pencapaian sasaran yang telsh ditetaplan
Tindaklanjut dari keluhan masyarakat
Fonsistensi penerapan standar proses atmu prosedur yang telah ditetaplan
Renangan

b
'
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Montoring nternal i dilakukan secara penodik munsmal 1 kali dalam setabon Untul mengetahig
kinerja SMP Negeri 36 Jakarta yang dibenikan kepada masyaralat dilabuksn dengan cara
menyebarkan kuesioner yang dievaluas: setiap satu tahun selali

Kuesioner tersebut beria: tentans penilaian masyarakat techadap layanan SMP Negeri 36 Jakarta



1. Kehandalan (profesionalisme petugas keramahan petugas dalam melavami, lejelasan

mformas: vang diberkan oleh patugas vang melayan)

Empat (kemudahan mendapatkan informasi progress pelaksanaan pekenjaan, penjelasan

mformasi hasil pekerjaan, evaluasi hasil pekerjaan, kemudahan administrasi)

3. Bukm fisik (ketersediaan sarana dan prasarana vang memadai, kenvamanan miang

4. Daya tanggap (kecepatan pelayanan petugas. daya tanggap petugas, respon terhadap
komplaim)

5. Jamman (ketepatan waltu perrvelesaian pekerjaan)

B

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, SMP Negen: 36 Jakarta dapat melakuken evaluasi terhadap
kinena sehingga diperoleh indeds kepuasen pelanggar vang diharaplan dapat menjadi dazar untuk
memngkatkan mutu pelivanan kepada masvarakat Selain evaluam dan kmsioner tersebut,
evaluas juga dilakukm terhadap keluban vang ditermma dan masvarakat baik melalu telepon,

email ataupun vang disampaikan langsung oleh masyaraiae

Indikcator keberhasilan montonng dan evalusal dapat dilihat dan:

Meninghkatnya dissplin, prestas: dan pencapaim sasaran atau target SMP Negen 36 Jakarta
Tercapainys keteraturan, keterbulcaan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pelavanan
Memnglatnya kepatuban terhadap standar proses atau prosedur vang telah dstetapkan
Cepatrya peayelesaian pelayanan kepada masyarakat

.
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BABV
PENUTUP

Standar Pelsyanan Informasi Publik SMP Negen 36 Jakarts i berzifit dmamis dan disosun uniuk
dijadikan pedoman bagi pengelola, guro dan pegawa SMP Negen 36 Jakerta serta pihak lam yang
bercepentingan dalam menjalankan dao/stan mengevaloss pelaksanaan kepiaan lavanan kepada
masvarakat di Imgkungan SMF Negen 30 Jakarta. Perubahan vang diakobatkan oleh vang pesat
serta peraturan dapat dilakukan sesoai ketentuan yang berlakn

Hal-hal yang belum diatur dalam standar pelayanan mformasi publie SMP Negeri 36 Jakana im
diserahkan kepada SMP Negeri 36 Jakarta sesuai peratutan yang berlaln. Kepala SMP Negeri 36
Jalcarta bersama dengan seluruh pegawai secara transparan dan bertangpung jawab melaksanakan
wist, misi dan program SMP Negeri 36 Jakarta yang dimanfaatkan oleh pthak yang berkepentngan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 2023

Kepala SMP Negen 36 Jakarta

Dr=. Amin Trismanto
NIP 196703201995121003



